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 China mengalami pertumbuhan yang tinggi hampir di setiap bidang 

seperti bidang militer dan ekonomi. Namun, di sisi lain China masih 

menghadapi masalah keamanan manusia khususnya individu yakni kejahatan 

perdagangan manusia. Salah satu bentuk perdagangan manusia yang banyak 

dan masih terjadi hingga saat ini di China ialah perdagangan perempuan 

dengan tujuan eksploitasi seksual dan pernikahan paksa, terutama di wilayah 

perbatasan seperti Provinsi Yunnan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perdagangan 

perempuan Vietnam yang terjadi di China dengan menggunakan konsep 

perdagangan manusia dan menganalisis strategi China dalam penanggulangan 

perdagangan perempuan Vietnam di China dengan menggunakan konsep 

strategi penanggulangan perdagangan manusia, yang mengacu pada empat 

aspek yakni implementation, cooperation, research and evaluation, dan 

institutionalizing. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data, triangulasi data, dan 

menggunakan teknik analisis data yang memiliki tiga tahap yakni kondensasi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai strategi yang telah 

dilakukan China terdapat pada dua aspek yakni implementation dan 

cooperation. Pada aspek implementation, strategi yang dilakukan China adalah 

menandatangani konvensi internasional, membuat undang-undang, kebijakan, 

dan rencana aksi nasional. Pada aspek cooperation, strategi yang dilakukan 

China adalah melakukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, bekerja sama dengan negara-negara kawasan, dan bekerja sama dengan 

negara yang warganya menjadi korban perdagangan perempuan di China.  

 

Kata kunci: China, perdagangan perempuan, strategi, Vietnam. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CHINA'S STRATEGY IN OVERCOMING  

THE TRAFFICKING OF VIETNAMESE WOMEN IN CHINA 

 

 

 

By 

 

 

INDAH DWI MUHARANI 
 

 

 

China is experiencing high growth in almost every field such as the 

military and economy. However, on the other hand, China still faces human 

security problems, especially individuals, namely the crime of human 

trafficking. One form of human trafficking that is common and still occurs 

today in China is the trafficking of women with the aim of sexual exploitation 

and forced marriage, especially in border areas such as Yunnan Province. This 

research aims to describe the trafficking of Vietnamese women that occurs in 

China using the concept of human trafficking and analyze China's strategy in 

dealing with trafficking in Vietnamese women in China using the concept of 

strategies for dealing with human trafficking, which refers to four aspects, 

namely implementation, cooperation, research and evaluation, and 

institutionalizing. The type of research used is descriptive qualitative using 

data collection techniques, data triangulation, and data analysis techniques 

which have three stages, namely data condensation, data presentation, and 

conclusion drawing.. The results of this research show that the various 

strategies that China has implemented are in two aspects, namely 

implementation and cooperation. In the implementation aspect, China's strategy 

is to sign international conventions, create laws, policies and national action 

plans. In the cooperation aspect, China's strategy is to collaborate between the 

central government and regional governments, cooperate with regional 

countries, and cooperate with countries whose citizens are victims of women 

trafficking in China. 

 

Key words: China, strategy, Vietnam, women trafficking. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Berakhirnya perang dingin dan globalisasi yang kian meningkat, 

memungkinkan timbulnya Transnational Organized Crime (TOC). TOC 

merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal 

dan terjadi di lintas batas wilayah, untuk mendapatkan keuntungan semata 

dengan memperdagangkan manusia, narkoba, senjata, organ manusia, dan 

kejahatan lainnya secara ilegal. Kemajuan infrastruktur dan layanan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kemunculan internet pada abad ke-20 

(Hiiuurdeman, 2003), dimanfaatkan para pelaku kriminal untuk 

mengembangkan strateginya, dalam memperluas jangkauan dan jaringannya.  

TOC menjadi salah satu bisnis besar di dunia, pada tahun 2009 TOC 

diperkirakan menghasilkan $870 miliar, nilai ini setara dengan 1,5%  

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global dan setara dengan 7% ekspor barang 

dagangan dunia (UNODC, 2024). TOC juga dapat mengancam keamanan 

manusia, menghambat perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya 

masyarakat (Caballero, 2013). Berikut ini merupakan beberapa isu TOC yang 

marak terjadi hingga saat ini, karena tingginya permintaan (UNODC, 2024). 

 

      Tabel 1.1. Isu-isu TOC 

No Isu TOC 

1. Perdagangan ilegal senjata api  

2. Perdagangan ilegal obat-obatan terlarang  

3. Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi 

4. Perdagangan illegal produk kesehatan palsu 

5. Perdagangan ilegal manusia 

6.  Penyelundupan migran 

                   Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024 
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Salah satu isu TOC yang sangat mempengaruhi dan mengancam kehidupan 

manusia sebagai individu adalah kejahatan perdagangan manusia (Caballero, 

2013). Kejahatan tersebut bukanlah isu yang baru dihadapi dunia. Menurut 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan manusia 

merupakan bisnis yang menguntungkan, berada diperingkat kedua setelah obat-

obatan terlarang, bahkan lebih baik dari bisnis senjata (UNODC, 2021). Data 

menunjukkan bahwa pada tahun 2003-2021 terdapat lebih dari 450.000 korban  

dan 300.000 pelaku perdagangan manusia (trafficker) yang terdeteksi di 

seluruh dunia (UNODC, 2022). Dalam hal ini, kejahatan perdagangan manusia 

tidak hanya terjadi di negara terbelakang dan berkembang, tetapi juga terjadi 

di negara maju seperti Republik Rakyat China (RRC) (Friesendorf, 2009). 

Berdasarkan laporan Global Slavery Index 2023, China termasuk ke dalam  

urutan negara di Kawasan Asia-Pasifik dengan jumlah korban perbudakan 

modern
1
 tertinggi (Walk Free, 2023). 

 

Tabel 1.2. Negara di Kawasan Asia-Pasifik dengan Jumlah Korban 

Perbudakan Modern Tertinggi    

No Negara 
Estimasi jumlah korban 

perbudakan modern 
Populasi 

1. India 11,050,000 1,380,004,000 

2. China 5,771,000 1,439,324,000 

3. Korea Utara 2,696,000 25,779,000 

4. Pakistan 2,349,000 220,892,000 

5. Indonesia 1,833,000 273,524,000 

6. Bangladesh 1,162,000 164,689,000 

         Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024 

   

                                                      
1
 Perbudakan modern mengacu pada situasi eksploitasi dimana seseorang tidak dapat menolak atau 

meninggalkannya karena mendapat ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau 

penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa bentuk perbudakan modern misalnya;kerja paksa, 

pernikahan paksa, perbudakan atau praktik perbudakan serupa, dan perdagangan manusia (Walk 

Free, 2023). 
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Sebagai negara maju, industri China mengalami pertumbuhan yang tinggi 

hampir di setiap aspek, diantaranya memiliki nilai PDB terbesar kedua di dunia 

senilai 17,9 triliun pada tahun 2022 (Worldbank, 2022), dan 1,5% dari nilai 

tersebut dialokasikan untuk kebutuhan bidang militer (CIA, 2022), China 

menyandang sebagai produsen senjata terbesar kedua di dunia (Sipri, 2020). 

United Nations Development Programme (UNDP) pun menyatakan bahwa 

pembangunan manusia di China telah mengalami pertumbuhan yang 

berkelanjutan dan cepat. Selain itu, China juga memiliki populasi penduduk 

terbesar kedua di dunia sebanyak 1,4 miliar jiwa (Worldbank, 2022). Namun, 

di sisi lain China masih menghadapi permasalahan dalam keamanan manusia, 

khususnya individu yakni kejahatan perdagangan manusia. Berikut ini bentuk 

perdagangan manusia yang terjadi di China (Walk Free, 2024). 

 

Tabel 1.3. Bentuk Perdagangan Manusia di China 

No 
Bentuk Perdagangan 

Manusia 
Jenis Kasus Asal Korban 

1. Kerja Paksa 

Eksploitasi kerja paksa 

terhadap buruh pabrik, 

pertambangan, dan 

perikanan 

Warga negara 

dan migran 

asing 

Eksploitasi seksual 

komersial terhadap 

orang dewasa 

(perempuan) 

Eksploitasi seksual 

komersial terhadap 

anak 

2. Pernikahan Paksa Perdagangan pengantin 

Warga negara 

dan migran 

asing 

3. Perdagangan Organ Tubuh 
Pengambilan organ 

hidup 
Warga negara 

         Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024 
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Perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan bentuk 

perdagangan manusia yang dilarang berdasarkan berbagai konvensi 

internasional dan aturan hukum di China. Namun, kasus kejahatan inilah yang 

banyak dan masih terjadi hingga saat ini di China. Sejumlah besar orang 

diperdagangkan lalu dipaksa untuk melakukan eksploitasi seksual komersial 

dan dinikahkan secara paksa, yang berakhir pada perbudakan (ILO, 2002). 

Sehingga para korban tidak dapat menentukan nasib dan kehidupan mereka 

sendiri (ILO, 2002). Perdagangan perempuan mulai meningkat bahkan 

merajalela pada abad ke-19 (ILO, 2002). Tahun 1989-1999 tercatat 10.000 

perempuan Vietnam dikirim secara ilegal ke beberapa daerah perbatasan di 

China, seperti Provinsi Yunnan dan Guangxi, untuk dijadikan pengantin secara 

paksa (UNIAP, 2016). Adapun, laporan dari media menyatakan bahwa dalam 

beberapa tahun terakhir jumlah korban perdagangan pengantin dari Vietnam 

mencapai 100.000 perempuan yang dijual ke beberapa desa di perbatasan 

China. Sehingga, desa-desa tersebut mendapat julukan “Vietnamese Bride 

Village” (Liu, 2020). Dapat dilihat bahwa, bentuk dan korban dari kejahatan 

perdagangan manusia yang terjadi di China ialah perdagangan perempuan 

untuk tujuan eksploitasi seksual dan pernikahan paksa terutama di daerah 

perbatasan, salah satunya Provinsi Yunnan.  

 

Provinsi Yunnan ditandai sebagai salah satu provinsi dengan jumlah 

permintaan paling tinggi terhadap perempuan dari Vietnam. Menurut 

Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam, perempuan asal Vietnam yang 

terdeteksi menjadi korban perdagangan pada tahun 2013-2019 mencapai 3.536 

perempuan (Liu, 2020). Meskipun kasus perdagangan perempuan di China 

yang melibatkan korban dari warga negara asing telah ramai di perbincangkan 

di berbagai media. Namun, penelitian empiris yang membahas tentang 

perdagangan perempuan yang terjadi di China masih terbatas, karena sulitnya 

mendapatkan data primer tentang perdagangan manusia, khususnya 

perdagangan perempuan Vietnam yang terjadi di China.  
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Perdagangan perempuan Vietnam yang terjadi di Provinsi Yunnan, China 

dipicu oleh empat hal utama. Pertama, disebabkan oleh kedekatan geografis 

karena Provinsi Yunnan berbatasan langsung dengan Vietnam, sehingga 

mempermudah para pelaku kejahatan perdagangan dalam melancarkan aksinya 

untuk mengirimkan dan menjual para korban perdagangan perempuan dari 

Vietnam ke pedesaaan di Provinsi Yunnan dengan harga yang lebih murah 

(Liu, 2020). Kedua, demografis juga menjadi pemicu terjadinya perdagangan 

perempuan karena kurangnya populasi perempuan di Provinsi Yunnan (Liu, 

2020). Ketiga, karena adanya praktik budaya pernikahan yang sudah menjamur 

dalam masyarakat China yakni, seorang laki-laki yang ingin menikah harus 

memiliki rumah di kota atau apartemen dan membayar mertuanya dengan 

sejumlah uang yang besar sebagai “imbalan” karena telah mengambil anak 

perempuannya (Liu, 2020). Keempat, ekonomi juga sangat mempengaruhi 

terjadinya perdagangan perempuan karena Vietnam salah satu negara dengan 

tingkat ekonomi yang rendah. Oleh sebab itu, perempuan Vietnam ingin 

mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kondisi inilah yang dimanfaatkan 

oleh para pelaku kejahatan dalam menjerat korban perdagangan perempuan 

(Liu, 2020). 

 

Permasalahan diatas, penulis berupaya untuk mengeksplorasi perdagangan 

perempuan Vietnam di China untuk mengetahui dan memahami strategi yang 

dilakukan China untuk menanggulangi perdagangan perempuan Vietnam di 

China. 

 

1.2 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian dan untuk menghindari terjadinya plagialisme dengan 

penelitian lainnya. Pada penelitian ini, penulis merujuk pada tujuh penelitian 

terdahulu sebagai bahan bacaan, referensi, dan informasi dalam penulisan yang 
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berkaitan dengan kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di China.  

 

Penelitian pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Yiwei (Xia, 2019). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pemetaan. 

Penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam analisis perdagangan 

manusia dengan mendigitalkan dan menganalisis dokumen putusan pengadilan 

terhadap perdagangan orang di Tiongkok periode 2014-2015. Dengan 

melakukan pemetaan data pengadilan terhadap informasi geografis dan 

melakukan analisis jaringan, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif 

mengenai pola perdagangan manusia intra-provinsi, inter-provinsi, dan 

internasional. Data menunjukkan bahwa perdagangan internasional menjadi 

kategori perdagangan perempuan terbesar, dan korbannya adalah perempuan 

muda berusia sekitar 20 tahun yang berasal dari Vietnam, Myanmar, dan Korea 

Utara yang dijual ke beberapa provinsi pusat. Sementara didalam negeri, 

jumlah perdagangan inter-provinsi melebihi jumlah kasus perdagangan intra-

provinsi. 

 

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Zhen Wang (Wang, 2018). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, untuk mengidentifikasi dan 

menargetkan kota-kota utama dan jalur perdagangan manusia di China, karena 

terdapat puluhan ribu anak yang diperdagangkan setiap tahunnya, sehingga 

menyebabkan masalah bagi keluarga dan masalah sosial secara global. 

Penelitian ini juga mengusulkan strategi baru untuk mencegah perdagangan 

dan adopsi anak secara ilegal.   

 

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Geping Qiu (Qiu, 2016). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

deskripif, untuk menganalisis 189 kasus pernikahan paksa yang melibatkan 536 

perempuan Vietnam yang diperdagangkan ke Tiongkok periode 2014-2015. 

Data menunjukkan bahwa, korban perdagangan manusia memiliki berbagai 
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latar belakang, sebagian besar berpendidikan rendah dan tidak memiliki 

pekerjaan. Sementara, pelaku perdagangan manusia didominasi oleh warga 

negara Tiongkok, yang memiliki koneksi baik dengan perdagangan lintas 

batas.  

 

Penelitian keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Anqi Shen (Shen, 2016). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

deskriptif dalam menganalisis profil dasar pelaku dan korban perdagangan 

anak, serta mendeskripsikan cara pelaku beroperasi. Data menunjukkan bahwa 

pelaku perdagangan perempuan merupakan pemain handal dalam jaringan 

perdagangan anak.   

   

Penelitian kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Miranti Kusuma Astari 

(Astari, 2019). Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualiatif 

dan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan upaya Pemerintah 

Tiongkok dalam mengatasi kasus bride trafficking, karena meningkatnya kasus 

bride trafficking akibat dari one child policy, kemudian pemerintah 

memutuskan untuk merubah kebijakan tersebut menjadi two child policy. 

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, pemerintah Tiongkok berusaha untuk 

menurunkan jumlah perdagangan manusia yang telah merugikan berbagai 

pihak dan memperbaiki kualitas hidup seluruh penduduknya.  

 

Penelitian keenam adalah penelitian yang ditulis oleh Yusnarida Eka Nizmi 

(Nizmi, 2016). Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

memaparkan kejahatan kemanusiaan yang saling berkaitan yakni perdagangan 

dan penyelundupan orang yang terjadi di China. Tiga hal utama yang 

dijabarkan dalam penelitian ini ialah; 1) menganalisa penyebab dan dampak 

dari kejahatan perdagangan dan penyelundupan orang; 2) mengkaji kejahatan 

perdagangan manusia di Provinsi Fujian dan Yunan; 3) membahas upaya serius 

Pemerintah China untuk mengatasi perdagangan dan penyelundupan manusia. 
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Penelitian ketujuh yakni penelitian yang ditulis oleh Ariella A. Yoteni (Yoteni, 

2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

analisis deskriptif. Penelitian ini membahas sejauh mana upaya Pemerintah 

Indonesia dalam menangani Mail Order Brides (MOB) antara Indonesia dan 

China sebagai bagian dari perdagangan manusia. Data menunjukkan bahwa, 

Indonesia telah menjadi negara asal, transit, dan tujuan para korban selama 

bertahun-tahun. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia efektif 

dalam menyelesaikan kasus MOB, dimana hampir 80% dari total kasus yang 

dilaporkan pada tahun 2015 hinga 2019 berhasil diselesaikan. Namun, dalam 

menyelesaikan kasus tersebut, pemerintah Indonesia juga menghadapi 

tantangan, salah satunya adalah pemerintah Tiongkok yang kurang berkerja 

sama dan perbedaan pandangan dalam kasus MOB.   

 

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dan penelitian terdahulu yakni, 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Namun, 

terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan ketujuh 

penelitian terdahulu di atas. Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan 

pembahasan terkait strategi China dalam penanggulangan perdagangan  

perempuan Vietnam di China. Dalam menganalisis permasalahan yang ada, 

penulis menggunakan dua konsep yakni, perdagangan manusia dan strategi 

penanggulangan perdagangan manusia.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus untuk 

menjawab pertanyaan, bagaimana strategi China dalam penanggulangan 

perdagangan perempuan Vietnam di China? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

1. Mendeskripsikan perdagangan perempuan Vietnam di China. 

2. Menganalisis strategi penanggulangan perdagangan perempuan yang 

dilakukan China. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional mengenai 

isu keamanan, khususnya perdagangan manusia dan menambah 

wawasan pembaca mengenai strategi China dalam penanggulangan 

perdagangan perempuan Vietnam di China. 

 

2. Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran atau masukan bagi pemerintah China dan semua 

pihak yang terlibat dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Konseptual 

 

Landasan konseptual akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua konsep utama yakni konsep 

perdagangan manusia dan strategi penanggulangan perdagangan manusia. 

Penjelasan mengenai konsep perdagangan manusia berisi definisi, dan akar 

penyebab terjadinya perdagangan manusia. Selanjutnya, penjelasan mengenai 

konsep strategi penanggulangan perdagangan manusia berisi definisi dan 

strategi yang mengacu pada empat aspek yakni, implementation, cooperation, 

research and evaluation, dan instituonalizing. Konsep tersebut menjadi 

landasan teoritis dan acuan dalam proses penelitian yang dibutuhkan oleh 

penulis agar topik yang dibahas tidak melenceng dari pembahasan dan penulis 

dapat lebih memahami permasalahan yang diteliti.  

 

2.1.1  Perdagangan Manusia 

 

Cornelius Friesendorf dalam bukunya menjelaskan bahwa sejak 

pertengahan tahun 1990an kejahatan perdagangan manusia terus 

menjadi agenda keamanan internasional yang harus diperhatikan, 

karena kejahatan ini memakan banyak korban dan terjadi di banyak 

negara. Berdasarkan kondisi tersebut Friesendorf mendefinisikan 

perdagangan manusia sebagai seseorang yang dipindahkan melintasi 

batas negara atau dalam suatu negara untuk tujuan perbudakan atau 

penghambaan. Perdagangan manusia ditandai dengan adanya 

perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau 

penerimaan orang yang disertai dengan ancaman atau pengunaan 

kekerasan, penculikan, penipuan, atau cara lainnya yang dilakukan 



11  

 

 

untuk mengeksploitasi seseorang (Friesendorf, 2009). Unsur-unsur 

definisi ini diambil dari Pasal 3 Protocol to Prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons, Espescially Women and Children, 

sumplementing the United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime, 15 November 2000, yang berbunyi; 

 

“Perdagangan manusia adalah, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 

penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau 

penggunaan kekerasan, ataupun bentuk-bentuk pemaksaan lainnya 

seperti, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi 

atau menerima pembayaran atau untuk memperoleh persetujuan dari 

orang yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan untuk 

eksploitasi. Eksploitasi termasuk, prostitusi atau bentuk kekerasan 

seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik 

perbudakan lainnya, atau pengambilan organ tubuh” (Friesendorf, 

2009). 

 

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), akar 

penyebab terjadinya perdagangan manusia di setiap negara berbeda-

beda. Namun, secara umum perdagangan manusia terjadi disebabkan 

oleh beberapa faktor yakni, faktor ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya 

(UNODC, 2008). Terdapat beberapa bentuk perdagangan manusia, 

salah satunya ialah perdagangan perempuan. Menurut, Mary C. Burke 

perdagangan perempuan dikategorikan sebagai perdagangan manusia, 

karena korban perdagangan perempuan melibatkan anak perempuan dan 

perempuan untuk dinikahkan secara paksa baik secara usia matang 

maupun usia dini dengan laki-laki yang bukan pilihannya. Kemudian, 

mereka hidup sebagai pembantu laki-laki dan sering mengalami 

kekerasan fisik atau seksual di lingkungan rumah (Burke, 2013).  
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Adapun, Aronowitz dan Koning menambahkan definisi perdagangan 

perempuan ialah termasuk ke dalam perdagangan manusia yang 

terdapat aktifitas penjualan perempuan dari wilayah satu ke wilayah 

lainnya dengan tujuan menikah atau eksploitasi seksual (Aronowitz, 

2014).    

 

Konsep perdagangan perempuan memandang perdagangan perempuan 

Vietnam di China sebagai salah satu bentuk perdagangan manusia yang 

melintasi batas negara dengan tujuan mengeksploitasi seseorang seperti 

dinikahkan secara paksa. Berdasarkan data yang ditemukan, tahun 

1989-1999 tercatat 10.000 perempuan Vietnam dikirim secara ilegal ke 

beberapa daerah perbatasan di China, seperti Provinsi Yunnan dan 

Guangxi, untuk dijadikan pengantin secara paksa (UNIAP, 2016).  

 

Penelitian ini mengacu pada definisi perdagangan manusia menurut 

Friesendorf dan definisi perdagangan perempuan menurut Burke. 

Penggunaan konsep dianggap relevan untuk menjelaskan perdagangan 

perempuan Vietnam di China.  

 

2.1.2 Strategi Penanggulangan Perdagangan Manusia 

 

Menurut Cornelius Friesendorf untuk memberantas kejahatan 

perdagangan manusia tidak dapat terpaku pada penguatan satu aspek 

saja, seperti penegakan hukum secara ketat. Sehingga pemberantasan 

kejahatan perdagangan manusia dapat dilakukan lebih efektif dan 

efisien. Strategi penanggulangan perdagangan manusia ini hadir sebagai 

bentuk evaluasi, karena melihat sistem pemberantasan perdagangan 

manusia secara global masih banyak memiliki kekurangan, terutama 

dalam hal penerapan (Friesendorf, 2009). 
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Friesendorf menyatakan bahwa strategi penanggulangan perdagangan 

manusia yang lebih baik bergantung pada kemajuan dalam empat aspek. 

Pertama implementation, yakni dibutuhkan implementasi kebijakan 

yang lebih sistematis. Kedua cooperation, yakni jaringan 

pemberantasan perdagangan manusia harus lebih tersembunyi dan 

terkoordinasi dengan lebih baik. Ketiga research and evaluation, yakni 

para pelaku pemberantasan perdagangan manusia harus 

memprioritaskan pada penelitian mengenai perdagangan manusia untuk 

menilai dampak positif maupun negatif dari upaya mereka. Keempat 

instituonalizing yakni negara, organisasi internasional, dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) bertugas untuk menciptakan dan 

berpartisipasi dalam institusi yang kuat dan independen (Friesendorf, 

2009). 

 

Adapun penjelasan dari keempat aspek tersebut antara lain (Friesendorf, 

2009): 

1. Implementation 

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan adanya 

kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Kebijakan harus 

dilaksanakan ke dalam praktik nyata di lapangan agar memiliki 

dampak yang dapat dinilai baik dan buruknya. Dalam mengatasi 

perdagangan manusia, sejumlah kondisi telah menghambat 

implementasi kebijakan, beberapa diantaranya bersifat teknis, 

seperti kurangnya penelitian, tidak terdeteksinya aktivitas 

perdagangan manusia, dan terus berkurangnya perlindungan hak 

asasi manusia yang diberikan pada korban perdagangan manusia. 

 

Wujud implementasi dapat dilihat dari adanya negara yang 

mengimplementasikan kebijakan, seperti mengadopsi hukum 
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internasional kedalam hukum nasional, menandatangani konvensi, 

dan membuat rencana aksi nasional. Buku ini menjelaskan bahwa 

implementasi perjanjian penanggulangan perdagangan manusia 

masih belum efektif pada umumnya. Sejak 1990, pemerintah telah 

membentuk suatu instrumen dalam penanggulangan perdagangan 

manusia baik dalam skala global, regional, dan nasional. Pada 

pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan, terlihat dari 

kegagalan negara dalam meratifikasi perjanjian internasional, 

kegagalan untuk menerjemahkan perjanjian internasional menjadi 

hukum nasional, ataupun kegagalan negara dalam mengalokasikan 

sumber daya yang cukup untuk mengadopsi dengan efektif. Adanya 

keterhambatan dalam mengimplementasikan hukum  internasional 

tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan aktor keamanan 

dalam mengetahui korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, 

diperlukan pelatihan pada aktor keamanan, seperti penjaga 

perbatasan dan polisi untuk mengindentifikasi korban perdagangan 

manusia; polisi, jaksa dan hakim perlu mengetahui cara untuk 

mewawancara korban setelah teridentifikasi; dan aktor penegakan 

hukum dan peradilan pidana membutuhkan pelatihan untuk bekerja 

sama lebih baik satu sama lain.  

 

Idealnya, pelatihan tersebut akan membantu para aktor sektor 

keamanan untuk memahami kompleksnya definisi dari perdagangan 

manusia sebagaimana yang telah ditata dan direncanakan dalam 

Protokol Palermo
2
. Namun secara umum, buku ini menjelaskan 

bahwa negara telah menghasilkan banyak output, seperti membuat 

                                                      
2
  Protokol Palermo adalah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah, 

menindak, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak. Protokol 

ini dirancang guna memperkuat dan meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah dan 

menanggulangi perdagangan manusia, serta sebagai payung hukum untuk perlindungan korban 

perdagangan manusia. 
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undang-undang anti perdagangan manusia, rencana aksi dalam 

penanggulangan perdagangan manusia, serta satuan kepolisian 

khusus yang bekerja dalam penanggulangan perdagangan manusia. 

 

2. Cooperation 

Kerja sama dinilai sebagai aspek yang sangat penting untuk 

dilakukan oleh para aktor dalam penanggulangan perdagangan 

manusia. Misalnya, kerja sama antar Non-Governmental 

Organization (NGO), kerja sama internasional, atau kerja sama di 

antara aktor sektor keamanan yang berfokus pada pencegahan dan 

perlindungan seperti penjaga perbatasan, polisi, dan lain-lain. Tanpa 

kerja sama yang lebih baik, perdagangan manusia akan terus 

berkembang. Oleh karena itu, untuk memerangi masalah yang 

kompleks ini, maka dibutuhkan juga koalisi nasional dan 

internasional yang kompleks serta kerja sama dari sejumlah aktor. 

Penanggulangan perdagangan manusia menyatukan para petugas 

polisi, penjaga perbatasan, jaksa penuntut, ahli pembangunan, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karyawan perusahaan 

transportasi, resepsionis hotel, dan banyak lainnya.  

 

Kerja sama yang lebih baik akan menghasilkan alokasi sumber 

daya yang lebih efisien. Sehingga, para korban perdagangan 

manusia maupun para aktor yang sudah bekerja keras akan 

merasakan dampak positif dari kerja sama yang baik. 

3. Research and Evaluation 

Dalam melakukan penanggulangan perdagangan manusia terdapat 

banyak hambatan, seperti kelangkaan informasi tentang ruang 

lingkup, jenis perdagangan, dan modus operasi perdagangan 

manusia. Hal ini disebabkan oleh sifat perdagangan manusia yang 

terselubung dan transnasional, stigma sosial yang melekat pada 
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perdagangan manusia, kurangnya definisi yang mendukung 

operasionalisasi, upaya pengumpulan data yang tidak koheren, dan 

hambatan lainnya. Upaya untuk lebih memahami sifat masalah telah 

dilakukan, namun banyak yang masih belum diketahui. 

                           

Kurangnya research and evaluation disebabkan karena kurangnya 

data primer, serta fakta bahwa lembaga-lembaga tidak ingin 

mendapat kritik. Banyak uang telah dihabiskan dan banyak alat 

kebijakan telah diterapkan, tetapi hanya sedikit yang diketahui 

tentang dampak dari upaya penanggulangan perdagangan manusia. 

Negara harus menyediakan lebih banyak dana yang digunakan 

untuk melakukan penelitian tentang perdagangan manusia yang 

membantu meningkatkan informasi mengenai kejahatan 

perdagangan manusia. Tanpa penelitian atau riset, pembuat 

kebijakan tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana harus 

bertindak. 

 

4. Institutionalizing  

Implementation, networking, dan evaluation akan ditingkatkan 

melalui pembangunan institusi. Institusi akan membantu para aktor 

bergerak dari solusi zero-sum (dimana keuntungan dari satu aktor 

adalah kerugian bagi yang lain) menjadi keuntungan absolut 

(dimana semua aktor bekerja sama untuk meningkatkan nasib 

semua orang). Institusi berusaha mengurangi hambatan dalam 

kerja sama dengan memfasilitasi kepercayaan dan berbagi 

informasi. Hal tersebut juga dapat dipraktekkan dengan jaringan 

yang terdiri dari aktor negara, para-negara, dan non-negara. 

 

Negara, organisasi internasional, dan LSM bertugas untuk 

menciptakan dan berpartisipasi dalam institusi yang kuat dan 
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independen. Staf dalam setiap institusi harus dapat memutuskan 

informasi apa yang akan dipublikasikan dan bagaimana 

mempublikasikannya. Dalam hal ini, pendekatan pun dilakukan 

dengan clearing house yang mengumpulkan dan menyebarluaskan 

data dan informasi mengenai ruang lingkup dan  jenis perdagangan 

di berbagai negara; perubahan rute dan metode perdagangan 

manusia; faktor-faktor yang membuat individu rentan menjadi 

korban; profil para pelaku perdagangan manusia; konvensi 

internasional, hukum nasional, dan rencana aksi nasional; daftar 

dan tautan website mengenai materi pelatihan penanggulangan 

perdagangan manusia; nomor telepon hotline penanggulangan 

perdagangan manusia; dan penilaian strategi penanggulangan 

perdagangan. Hanya institusi yang kuat yang akan memiliki peluang 

untuk meningkatkan implementasi, kerja sama, dan evaluasi. Untuk 

menciptakan institusi seperti itu, dibutuhkan lebih banyak tekanan 

publik, dan banyak waktu. 

 

Konsep strategi penganggulangan perdagangan manusia digunakan 

untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, bertujuan untuk 

melihat bagaimana strategi China dalam penanggulangan perdagangan 

perempuan di China. Namun, pada penelitian ini data yang ditemukan 

oleh penulis terkait strategi China dalam penanggulangan perdagangan 

perempuan di China terdapat pada dua aspek strategi penanggulangan 

yakni implementation dan cooperation. Strategi China dalam 

menanggulangi kejahatan tersebut akan dilihat berdasarkan dua aspek 

yakni implementation dan cooperation, sehingga kita dapat mengetahui 

apa saja strategi yang dilakukan China pada dua aspek tersebut, dan 

akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab Pembahasan. 
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2.2 Kerangka Pikir 

 

Kejahatan perdagangan manusia bukan hanya terjadi di negara terbelakang dan 

berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Sebagai negara maju, China 

mengalami pertumbuhan yang tinggi hampir di setiap aspeknya, seperti aspek 

militer dan ekonomi. Namun, di sisi lain China masih menghadapi masalah 

keamanan terhadap individu yakni kejahatan perdagangan manusia. Salah satu 

bentuk perdagangan manusia yang banyak dan masih terjadi hingga saat ini 

China ialah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan yang terjadi di 

China bukan hanya lintas batas wilayah (domestik) tetapi sudah lintas batas 

negara, yang telah melibatkan korban dari negara asing seperti Vietnam, 

Myanmar, dan Korea Utara. Perempuan-perempuan tersebut diperdagangkan 

ke China terutama di wilayah-wilayah perbatasan seperti Provinsi Yunnan, 

dengan tujuan eksploitasi seksual komersial dan pernikahan paksa. Data 

menunjukkan bahwa pada Tahun 1989-1999 tercatat 10.000 perempuan 

Vietnam dikirim secara ilegal ke beberapa daerah perbatasan di China seperti 

Provinsi Yunnan dan Guangxi, untuk dijadikan pengantin secara paksa 

(UNIAP, 2016). Kejahatan inipun memakan banyak korban setiap tahunnya, 

dapat dilihat dari jumlah korban, menurut Kementerian Keamanan Masyarakat 

Vietnam, korban perempuan asal Vietnam yang terdeteksi pada tahun 2013-

2017 mencapai 3.000 perempuan (Rani, 2022). Karena kondisi tersebut, 

penting untuk penulis mengetahui strategi apa yang dilakukan China untuk 

menanggulangi perdagangan perempuan Vietnam di China. Berdasarkan uraian 

masalah diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua konsep yakni, 

konsep perdagangan manusia yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa 

perdagangan perempuan Vietnam di China, dan konsep strategi 

penanggulangan perdagangan manusia dengan dua aspek yakni implementation 

dan cooperation yang digunakan untuk menganalisis strategi China dalam 

penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China.  
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Adapun kerangka berpikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024. 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Perdagangan Perempuan 

Vietnam di China 

 

Hasil Analisis Strategi China dalam Penanggulangan 

Perdagangan Perempuan Vietnamdi China   

 

Implementation Cooperation 

Strategi Penanggulangan Perdagangan 

Perempuan yang dilakukan China   
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini 

ditentukan oleh keputusan penulis dan didukung oleh kesesuaian teori, konsep, 

dan data yang tersedia untuk menjelaskan strategi China dalam menanggulangi 

kejahatan perdagangan perempuan Vietnam di China. Cresswell menyatakan 

bahwa sebuah penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

kelompok dapat dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan 

(Cresswell, 2013). Penelitian kualitatif dapat juga didefinisikan sebagai teknik 

penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang penulis untuk 

menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheran. Penekanan 

pendekatan kualitatif lebih mengarah kepada eksplanasi rinci dan berfokus 

pada proses penelitian. Selain itu, pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk 

menggambarkan beragam alat dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan  

untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang ada dalam bentuk bahasa 

lisan atau tertulis dan tidak diformalkan menjadi angka (Lamont, 2015). 

 

Penulis memandang jenis penelitian ini relevan untuk menjelaskan 

permasalahan yang diangkat yakni menganalisis penerapan strategi China 

dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China. Adapun 

eksplorasi terhadap data-data dalam bentuk lisan yang tertulis menjadi hal 

penting dan menghasilkan temuan pengetahuan tentang strategi China dalam 

menanggulangi perdagangan perempuan Vietnam di China.  
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3.2 Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi penanggulangan perdagangan 

manusia China terhadap perdagangan perempuan Vietnam di China dan 

dianalisis menggunakan dua konsep. Pertama, konsep perdagangan manusia 

memandang perdagangan perempuan Vietnam di China sebagai salah satu 

bentuk perdagangan manusia yang melintasi batas negara dengan tujuan untuk 

mengeksploitasi seseorang. Berdasarkan data yang ditemukan, korban 

perdagangan manusia yang terjadi di China bukan hanya berasal dan 

diperdagangkan dalam negeri saja, namun melibatkan pelaku dan korban dari 

negara lain, seperti Vietnam, Kamboja, Korea Utara, dan Myanmar. Vietnam 

merupakan negara dengan korban perdagangan manusia paling banyak diantara 

negara lainnya (Situmeang, 2019). Pada tahun 1989-1999 tercatat sekitar 

10.000 perempuan Vietnam, dikirim secara ilegal ke beberapa daerah 

perbatasan di China, seperti Provinsi Yunnan dan Guangxi, untuk dinikahkan 

secara paksa dengan laki-laki yang bukan pilihannya (UNIAP, 2016). 

Kemudian, pada tahun 2018 terdapat 1.207 perempuan Vietnam direkrut, 

dikirim, dan dijual sebagai pengantin ke negara-negara, salah satunya ke 

China, untuk memberikan layanan seksual kepada suami mereka (Situmeang, 

2019). Penggunaan konsep ini dinilai sangat relevan, karena konsep 

perdagangan manusia digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan 

perdagangan perempuan Vietnam di China.  

 

Kedua, konsep strategi penganggulangan perdagangan manusia digunakan 

untuk menganalisis bagaimana strategi China dalam penanggulangan 

perdagangan perempuan Vietnam di China. Strategi China dalam 

menanggulangi kejahatan tersebut dilihat berdasarkan dua aspek. Pertama, 

implementation untuk menjelaskan kebijakan yang telah dibuat China, 

mengadopsi hukum internasional kedalam hukum nasional, menandatangani 

konvensi internasional, dan membuat rencana aksi nasional. Kedua, 

cooperation untuk menjelaskan kerja sama yang dilakukan China dengan 
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berbagai aktor untuk menanggulangi perdagangan perempuan di China.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Teknik triangulasi data memiliki empat tipe triangulasi, diantaranya triangulasi 

data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis (Ismail, 

2019). Penelitian ini menggunakan tipe triangulasi yang pertama, yakni 

triangulasi data. Triangulasi data, dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dari berbagai sumber data yang berbeda. Pada penelitian ini jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa studi dokumen sebagai sumber data. 

Alan Bryman mengkategorikan dokumen menjadi beberapa jenis seperti, 

dokumen resmi negara, dokumen resmi organisasi, laporan resmi, publikasi, 

jurnal, hingga sumber daring terpercaya lainnya (Bryman, 2019). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber 

yakni laporan resmi pemerintah, laporan resmi organisasi internasional, dan 

penelitian dari akademisi dalam e-book dan jurnal-jurnal ilmiah. Berikut 

merupakan sumber laporan resmi pemerintah yang didapatkan dan digunakan 

oleh penulis;laporan UNIAP, laporan USA. Selanjutnya, sumber dari laporan 

resmi organisasi internasional;laporan World Bank, laporan CIA, laporan 

UNDP, laporan SIPRI, dan dokumen UNTC, dokumen dan laporan ILO, 

dokumen dan laporan UNODC. Kemudia, sumber dari para akademisi berupa 

e-book dan jurnal-jurnal ilmiah, misalnya dalam tulisan yang berjudul 

Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector dan 

Illicit Enterprising Activities and the Trafficking of Vietnamese Women in 

China. Adapun, sumber dari media internasional yang digunakan sebagai 

sumber data pendukung dalam penelitian ini. Berbagai sumber data tersebut 

digunakan dalam penelitian, untuk memperkaya data pada penelitian, dan 

pemilihan sumber-sumber tersebut didasari pada kredibilitas sumber yakni, 

publikasi data resmi dan laporan yang telah melalui riset.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, penulis mengggunakan teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dari berbagai sumber data yang berbeda. Pada penelitian ini jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa studi literatur sebagai sumber data.. 

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah 

literatur yang sesuai dengan topik penelitian (Danial dan Wasriah, 2009). 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan penelitian berbasis 

internet. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen 

resmi, dokumen sekunder, dan laporan media. Tentunya dokumen-dokumen 

tersebut tidak diproduksi secara khusus sehingga dapat digunakan untuk 

penelitian sosial dan dapat dianalisis. Selain pengumpulan data berbasis 

dokumen, penulis juga menggunakan pengumpulan data berbasis internet 

dengan mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau informasi atas 

peristiwa tertentu yang dapat mendukung penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis sekunder data 

kualitatif dengan menggunakan proses analisis data dari Miles dan Huberman. 

Analisis sekunder data kualitatif merupakan penggunaan data yang sudah ada 

untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berbeda dari 

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian asli. Penggunaan analisis sekunder 

memungkinkan untuk memperoleh data tambahan atau untuk mengejar temuan 

yang muncul dari analisis awal. Menurut Lisa Harrison dan Theresa Callan, 

analisis sekunder bukan hanya sekadar mengutip penelitian yang sudah ada, 

tetapi juga menyiratkan analisis ulang terhadap data tersebut. 
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Proses analisis data yang penulis gunakan ialah proses analisis data dari Miles 

dan Huberman. 2014. Menurutnya, terdapat tiga tahap dalam menganalisis data 

yaitu: 

 

1. Kondensasi Data 

 

Kondensasi data atau pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, atau transformasi data yang 

muncul dalam korpus, dengan catatan lapangan tertulis, transkrip 

wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Proses analisis ini dapat 

membuat data lebih kuat. Karena kondensasi data, terjadi ketika penulis 

akan memutuskan kerangka konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan 

pendekatan, serta pengumpulan data mana yang harus dipilih. Semua 

keputusan tersebut merupakan pilihan analitik. Pada saat melakukan 

pemilahan data, penulis menyesuaikan data yang diperoleh tersebut dengan 

fokus penelitian yang dalam hal ini adalah strategi China dalam 

penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China. Selain itu, 

penulis juga menyesuaikan dengan konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini. Inilah yang membuat kondensasi data tidak terpisah dari 

analisis dan  merupakan bentuk analisis yang dapat menajamkan, memilah, 

memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik dan diverifikasi kesimpulan akhir.  

 

2. Penyajian data 

Penyajian data atau dapat disebut juga display juga tidak dapat dipisahkan 

dari analisis. Proses ini mengacu pada penampilan data dalam bentuk 

kronologis, variabel konsep, situasi, kasus serta menampilkan data-data 

dalam bentuk tabel, grafik atau eksplanasi dari data-data yang ada. 

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi atau data, ke dalam 

bentuk yang ringkas dan dapat diakses dengan cepat, serta lebih 

terorganisir. Sehingga penulis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik 
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kesimpulan atau melanjutkan ke langkah analisis berikutnya berdasarkan 

tampilan data.  

 

Pada tahap ini, penulis melakukan penyusunan data-data dan informasi 

yang diperoleh. Selanjutnya, data-data tersebut disajikan dalam bentuk 

deskripsi, seperti gambaran umum kondisi perdagangan perempuan yang 

terjadi di China, pemicu terjadinya perdagangan perempuan Vietnam di 

Provinsi Yunnan, berbagai strategi yang dilakukan China dalam 

penanggulangan perdagangan perempuan, dan deskripsi data-data terkait 

lainnya. Selain itu, data-data yang telah penulis pilih juga disajikan dalam 

bentuk bentuk table, gambar, dan grafik yang menginterpretasikan kondisi 

perdagangan perempuan Vietnam yang terjadi di China dan strategi China 

dalam penanggulangan perdagangan perempuan di China dengan melihat 

daftar negara dengan jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi di 

kawasan Asia-Pasifik, bentuk perdagangan manusia yang terjadi di China, 

korban dan wilayah perdagangan perempuan di China, berbagai strategi 

penanggulangan strategi yang dilakukan China. 

 

3. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jalinan sebelum, selama, dan setelah pengumpulan 

data dalam bentuk paralel, untuk menganalisis. Pada bagian ini, penulis 

memaparkan temuan dari data yang telah disajikan terkait strategi China 

dalam penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China. 

Selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Kasus perdagangan manusia yang terjadi di China terus mengalami 

peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan masuknya China dalam kategori Tier 3 

selama enam tahun terakhir. Karena banyaknya dan tingginya kasus 

perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan di China, sehingga 

berdampak pada perdagangan lintas batas negara, yang menyebabkan korban 

dari negara asing, khususnya korban perempuan dari Vietnam yang 

diperdagangkan ke beberapa wilayah di China, salah satunya Provinsi Yunnan. 

Kondisi ini disebabkan karena empat aspek yakni, geografis, demografis, 

budaya, dan ekonomi. Dari keempat pemicu tersebut, demografis dan ekonomi 

yang paling mempengaruhi masih terjadinya perdagangan manusia di China 

hingga saat ini, khususnya perdagangan perempuan Vietnam di China. 

Demografis, karena kurangnya populasi perempuan di China yang merupakan 

dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah China yakni, one child 

policy. Aspek ekonomi, karena daerah tujuan dan daerah asal korban 

merupakan daerah perbatasan yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. 

Perempuan China yang tinggal di daerah perbatasan, seperti Provinsi Yunnan 

lebih memilih untuk bermigrasi ke kota, untuk mendapatkan kehidupan yang 

lebih layak, sehingga populasi di daerah tersebut semakin sedikit. Sementara, 

perempuan yang berasal dari Vietnam dapat menjadi korban perdagangan 

manusia, karena melihat China sebagai negara dengan perekonomian yang 

lebih maju dibanding Vietnam, sehingga mereka ingin bermigrasi ke China. 

Keinginan tersebut malah dimanfaatkan oleh trafficker untuk menjerat mereka 

sebagai korban perdagangan.  
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Karena kasus perdagangan manusia terus meningkat, tentunya China 

melakukan berbagai strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut, 

khususnya perdagangan perempuan Vietnam di China. Adapun, strategi yang 

telah dilakukan China terdapat pada dua aspek yakni, implementation, 

cooperation. Meskipun, strategi yang telah dilakukan China dalam dua aspek 

tersebut, namun telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap 

penanggulangan perdagangan perempuan Vietnam di China, terutama aspek 

Cooperation, karena pada aspek ini China melakukan kerja sama dengan 

berbagai pihak; kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, organisasi 

internasional yakni ILO, negara-negara kawasan, dan bekerja sama secara 

langsung dengan negara korban yakni Vietnam, sehingga dalam memberantas 

kejahatan perdagangan jauh lebih efektif dan efisien. Untuk itu, penulis 

menyimpulkan bahwa China tidak hanya berdiam diri dengan adanya kejahatan 

perdagangan perempuan yang terjadi di negaranya dan telah melibatkan korban 

dari negara asing. China telah berupaya dengan untuk menanggulangi 

perdagangan perempuan yang terjadi di negaranya, dengan melakukan 

berbagai strategi, khususnya pada aspek implemetation dan cooperation.  

 

5.2  Saran 

Pada penelitian tentang strategi China dalam menanggulangi perdagangan 

perempuan Vietnam di China, penulis berusaha menganalisis strategi tersebut 

dan mendeskripsikan perdagangan perempuan Vietnam di China. Namun 

demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

dalam penelitian ini baik dari segi teoritis maupun analisis yang belum 

tereksplorasi. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu 

menyempurnakan penelitian serupa. Hal baru lainnya yang mungkin bisa digali 

lebih dalam oleh penulis selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap 

strategi yang dilakukan oleh China maupun Vietnam dalam menanggulangi 

perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan Vietnam di China. 
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